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PROSES PERMOHONAN IJIN UNTUK MELANGSUNGKAN 
PERKAWINAN BEDA AGAMA 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menentukan dapat diterimanya permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda 
agama serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya 
penetapan hakim tentang perkawinan beda agama. Metode pendekatan yang digunakan 
oleh penulis adalah normatif karena yang diteliti adalah kaidah hukum dan asas hukum 
yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan 
legalitas. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menguraikan secara sistematis dan 
menyeluruh atas permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa hakim pengadilan memberikan kebijaksanaan berupa 
pertimbangan dikabulkannya permohonan perkawinan beda agama yang mana pihak 
pemohon melakukan penundukan diri mengikuti keyakinan pasangan pemohon dan 
hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 
Register Nomer 1400/K/Pdt/1986 yang isinya orang tua memperbolehkan pemohon 
untuk melangsungkan perkawinan meskipun dengan  berbeda agama. Akibat hukum 
yang ditimbulkan setelah adanya penetapan hakim maka perkawinan itu dapat 
dilangsungkan setelah mendapatkan penetapan pengadilan serta syarat formil dan 
materil telah terpenuhi dan akibat hukum yang timbul terhadap anak yang dilahirkan 
dari perkawinan beda agama ini adalah anak sah. 
 
Kata kunci: perkawinan beda agama, pertimbangan hakim, akibat hukum. 
 
Abstract 
This study aims to determine the judge's judgment in determining the acceptability of 
permission application to establish a marriage of different religions and to know the 
legal consequences caused after the establishment of judges on the marriage of different 
religions. The approach method used by the writer is normative because the studied is 
the rule of law and the legal principle contained in the society so that it can be known 
the position of law and legality. This research is descriptive because it describes 
systematically and thoroughly on permission application to hold marriage of different 
religion. The result of the research shows that the judge of the court gives the wisdom in 
the form of the consideration of the granting of a marriage of different religions in 
which the applicant submits to follow the belief of the applicant's partner and the judge 
based on the jurisprudence of the Supreme Court dated January 20, 1989 Register 
Number 1400 / K / Pdt / 1986 whose contents are parents allowing the applicant to 
marry even with different religions. As a result of the law after the establishment of a 
judge, the marriage can take place after obtaining the court and the formal and 
material requirements have been fulfilled and the legal consequences of the child born 
of this religious marriage are legitimate children. 
 








Indonesia adalah suatu negara dengan beragam kepercayaan. Di Indonesia 
sendiri terdapat 5 (lima) agama yang diakui meliputi agama Islam, Kristen, Katolik, 
Hindhu, Budha dan kepercayaan Konghucu. Bahwa dalam masing-masing agama 
telah diatur ketentuan mengenai perkawinan. Menurut agama Islam pengertian 
perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah “Pernikahan yaitu 
akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada agama Kristen memandang bahwa 
perkawinan adalah persekutuan hidup pria dan wanita yang monogami yang 
diarahkan ke pembiakan sebagai tata ciptaan Tuhan yang disucikan Kristus.
1
 
Pada agama Islam dan agama Kristen terdapat larangan dalam melakukan 
pernikahan dengan beda agama. Agama Islam diatur dalam Pasal 40 huruf c 
Kompilasi Hukum Islam bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 
pria dan wanita karena keadaan tertentu seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
Telah jelas bahwa dalam Pasal 40 huruf c menyebutkan adanya larangan melakukan 
perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang beragama non muslim. 
Larangan nikah beda agama ini bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan 
rumah tangga serta akidah dan kemaslahatan umat islam.
2
 
Pada agama Kristen yang mana gereja Protestan umumnya menghindari 
perkawinan beda agama. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari gereja 
akan mengijinkannya dengan catatan harus memenuhi persyaratan tertentu.
3
 
Keyakinan Kristen Protestan pernikahan itu mempunyai dua aspek yaitu pertama, 
pernikahan merupakan soal sipil yang erat hubungannya dengan masyarakat dan 
negara, karenanya negara berhak mengaturnya menurut undang-undang negara. 
Kedua, perkawinan adalah soal agama yang harus tunduk pada hukum agama. 
Dengan demikian, gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa agar perkawinan itu 
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sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan, haruslah dilakukan berdasarkan 
baik hukum agama maupun hukum negara.
4
 
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur 
perkawinan beda agama. Hal ini dapat menimbulkan pemahaman bahwa secara 
tersirat tidak diperbolehkan karena undang-undang tersebut menempatkan 
keabsahan suatu perkawinan kepada agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu. Dari pasal tersebut diketahui bahwa perkawinan itu sah bilamana dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kesimpulan ini 
diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan 
perkawinan beda agama.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
mengemukakan permasalahan yang akan diteliti yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan 
hakim dalam menentukan dapat diterimanya permohonan ijin untuk melangsungkan 
perkawinan beda agama? (2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah 
adanya penetapan hakim?. Sedangkan penelitian ini mempunyai tujuan untuk 
mengetahui proses pertimbangan hakim dalam menentukan dapat diterimanya 
permohonan ijin untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan untuk 
mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya penetapan hakim 
tentang perkawinan beda agama. 
 
2. METODE 
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. 
Metode  normatif yaitu kaidah hukum, asas hukum yang terdapat dalam masyarakat 
sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan legalitas tentang permohonan izin 
untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Sifat penelitian dari skripsi ini 
adalah deskriptif, dimana penulis ingin mengetahui dengan cara menguraikan secara 
sistematis dan menyeluruh atas proses permohonan ijin untuk melangsungkan 
perkawinan beda agama. Sumber data terdiri dari data primer yaitu sejumlah 
keterangan serta hasil wawancara dan data sekunder yang berupa buku-buku tentang 
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hukum perkawinan beda agama. Teknik pengumpulan data dengan studi 
kepustakaan yaitu memperoleh data dengan mencari, menghimpun, mempelajari 
bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta studi lapangan dengan melakukan 
wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu 
teknik analisis dengan cara memperoleh data secara langsung dari narasumber dan 
membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik data 
kepustakaan dan pendapat responden melalui wawancara. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan dapat Diterimanya Permohonan 
Ijin untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et buno) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu 
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 
pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang 
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi atau Mahkamah Agung.
5
 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 
paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan 
memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-
benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim 
tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa 
atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga 
nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
6
 Berikut Pertimbangan 
hukum yang diberikan oleh Hakim adalah : 
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3.1.1 Syarat- syarat materil untuk melangsungkan perkawinan antara pemohon 
I dan pemohon II menurut Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 
1974 telah terpenuhi dan menurut hukum agama para pemohon tidak 
mungkin dilakukan proses perkawinan oleh umat yang berbeda agama 
serta para pemohon saling mencintai, selanjutnya para pemohon sepakat 
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa, maka pengadilan menganggap para pemohon 
melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan 
beda agama. 
Dilangsungkannya perkawinan beda agama oleh Para pemohon 
telah dinyatakan memenuhi syarat materil sesuai dengan Pasal (6) 
Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 sehingga tidak ada 
pengahalang. Dalam  pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut pihak 
pemohon telah sepakat untuk melakukan perkawinan. Secara umur kedua 
belah pihak telah memenuhi yaitu pemohon I berumur 27 tahun dan 
pemohon II berumur 33 tahun sehingga tidak perlu menggunakan izin 
dari orang tua. Perkawinan dilaksanakan menurut keyakinan salah satu 
pihak dan pasangannya secara sadar dan tidak ada ancaman atau paksaan 
untuk menundukkan diri mengekuti keyakinan pasangannya untuk 
melaksanakan perkawinan. 
3.1.2 Ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang 
Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan 
kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang usia perkawinan, 
maka para pemohon telah memenuhi syarat materil untuk 
melangsungkan perkawinan.  
Pihak pemohon I adalah Listyani Astuti yang lahir pada tanggal 
15 Juli 1983  yang berarti pada saat mengajukan permohonan berumur 
27 tahun yang artinya telah memenuhi syarat perkawinan yaitu berumur 
16 tahun. Pihak pemohon II adalah Achmad  Julianto yang lahir pada 
tanggal  29 Juli 1977 yang berarti pada saat mengajukan permohonan 
berumur 33 tahun yang artinya telah memenuhi syarat perkawinan yaitu 
berumur 19 tahun. 
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3.1.3 Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pemohon I dan pemohon II 
adalah agama Islam dengan agama Kristen dimana dalam masing-masing 
agama tersebut mengatur tentang larangan perkawinan.  
Agama Islam mengatur larangan melakukan perkawinan beda 
agama yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah 2:221 yang artinya “ Dan 
janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 
wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) 
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik 
dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. 
Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil pelajaran. ”Kemudian dalam Surat 
Al-Mumtahana 60:10 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, 
apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang 
beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih 
mengetahui tentang keimanan mereka maka jika kamu telah mengetahui 
bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan 
mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada 
halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula 
bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang 
telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila 
kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap 
berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan kafir 
dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar dan hendaklah 
mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum 
Allah yang ditetapkannya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui 
lagi maha bijaksana.” 
Agama Kristen mengatur larangan perkawinan beda agama dalam 
1 Korintus 6: 14-18 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak 
seimbang dengan orang-orang yang tak terpercaya. Sebab persamaan 
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apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah 
terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat 
antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya 
dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan 
berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman 
Allah ini. “Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup 
ditengah-tengah mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan 
mereka akan menjadi umat-Ku.Sebab itu: keluarlah kamu dari antara 
mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah 
menjamah apa yang najis, maka Aku akan menerima kamu. Dan Aku 
akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki 
dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan Yang Maha 
Kuasa.  
3.1.4 Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Undang-Undang Perkawinan 
Nomer 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mengatur perkawinan yang 
dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama, dimana para pemohon 
bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing- masing 
maka ketentuan- ketentuan dalam Stbl : 1898 No. 158 tentang 
Perkawinan Campuran dapat diterapkan dalam permohonan para 
pemohon. 
Isi dari Stbl : 1898 No. 158  tidak ditemukan penjelasan secara 
terperinci, akan tetapi terdapat segi-segi hukumnya yaitu terdiri dari Bab 
I dan Bab II yang menguraikan tentang sejarah hukum peraturan 
perkawinan campuran. Bab III mengupas lingkungan kekuasaan hukum 
yang terdiri dari lingkungan kuasa waktu, tempat dan pribadi. Sedangkan 
dalam Bab IV dijelaskan bagian yang lebih konkrit dengan ilustrasi 
peristiwa-peristiwa perkawinan campuran yang telah sampai pada tangan 
hakim. Bab V melanjutkan pandangan tentang pengaturan perkawinan 
campuran dalam praktek hukum.
7
 
Peraturan Stbl : 1898 No. 158 yang dijadikan dasar pertimbangan 
oleh hakim dalam memutuskan perkara perkawinan beda agama pada 
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saat sekarang sudah tidak berlaku sehingga tidak relevan apabila 
digunakan sebagai dasar untuk memutus perkara perkawinan beda 
agama.Ditilik pada jaman dahulu sebelum adanya Undang-Undang 
Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 dua orang yang berlainan agama 
mengadakan suatu perkawinan, bahwa yang dilihat oleh tata hukum pada 
masa lalu bukanlah pada segi agamanya, akan tetapi ialah hukum yang 
menguasai hidup masing-masing orang seperti golongan Eropa berlaku 
hukum barat dan golongan pribumi berlaku hukum adat. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa menurut sistem tata hukum yang silam meski terlihat 
dari luar perbedaan agama yang dianut oleh para pihak akan tetapi faktor 
agama tersebut hanya penting bagi hukum yang berhubungan dengan 
perbedaan agama yang diartikan didalam sistem hukum yang lama 
sebagai hukum yang berlaku didalamnya.
8
 
Dikabulkannya permohonan ijin pelaksanaan perkawinan beda 
agama tidak terlepas dari kebijakan hakim di pengadilan negeri wilayah 
setempat yang menangani perkara tersebut. Dalam kasus perkawinan 
beda agama ini Hakim Supomo S.H., M.H yang menjadi narasumber 
dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh penulis, berpendapat bahwa 
yang menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya permohonan ijin 
melakukan perkawinan beda agama adalah karena belum diaturnya 
peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai 
perkawinan beda agamadan Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 
Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda 
agama, sehingga hakim mengacu atau berpedoman pada Yuriprudensi 
Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Register Nomer 
1400/K/Pdt/1986. Selain alasan belum diaturnya peraturan perundang-
undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda 
agama, juga agar mencegah terjadinya perzinahan oleh para pihak 
pemohon. 
3.1.5 Perbedaan agama merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan 
sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomer 1 
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tahun 1974  tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dilarang 
antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain dilarang kawin” maka merujuk pada ketentuan Pasal 35 
huruf a Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan bahwa maka persoalan Perkawinan beda agama adalah 
menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 
memutuskannya. 
Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilarang 
sesuai dengan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 
Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan yang mempunyai hubungan 
oleh agamanya atau peraturan lain itu dilarang, akan tetapi perkawinan 
beda agama tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak pemohon dengan 
cara calon mempelai pria melakukan penundukan hukum sementara agar 
dapat dilakukan proses perkawinan sehingga perbedaan agama tidak 
menjadi pengahalang dalam perkawinan tersebut. Dapat dilaksanakannya 
perkawinan beda agama tersebut karena telah mendapatkan penetapan 
dari pengadilan negeri atas dimasukannya surat permohonan oleh pihak 
pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang 
Nomer 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan  yang mana 
pengadilan negeri mempunyai wewenang untuk memeriksa dan 
memutuskan perkara tentang permohonan perkawinan beda agama.      
3.1.6 Ketentuan pasal 6 Stbl 1898 No 158 tentang Perkawinan Campuran 
berbunyi “Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum 
yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon mitrakawin yang 
selalu diisyaratkan”. ditentukan pelaksanaan perkawinan beda agama, 
maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku 
bagi suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan yang selalu 
dipersyaratkan, bahwa apabila hukum suami incasu agama Islam 
tidak menentukan cara-cara pelaksanaan perkawinan agama 
dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan dan ternyata hukum suami 
(Islam) tidak mengatur perkawinan beda agama, maka dengan 
merujuk ketentuan pasal 6 ayat (2) Stbl 1898 No. 158 tentang 
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Perkawinan Campuran tersebut, maka Pengadilan Negeri Surakarta 
memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
kota Surakarta untuk melaksanakan perkawinan para pemohon dan 
mencatatkannya pada register yang sedang berjalan untuk itu serta 
segera pula menerbitkan akta perkawinan tersebut.  
Pertimbangan Hakim yang telah diuraikan dalam paragraf diatas 
terhadap dikabulkannya permohonan izin perkawinan beda agama 
dikarenakan belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur secara khusus mengenai perkawinan beda agamadan Undang-
Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas 
mengenai perkawinan beda agama, Sehingga landasan hukum 
perkawinan beda agama mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung 
tanggal 20 Januari 1989 Register Nomer 1400/K/Pdt/1986 yang isinya 
mengabulkan pelaksanaan perkawinan beda agama, dengan alasan ayah 
kandung calon mempelai wanita (wali) telah memberikan ijin kepada 
anaknya untuk kawin dengan pria pilihannya dan ayah calon mempelai 
wanita berkeinginan perkawinan tetap dilangsungkan sekalipun “tidak 
menurut Agama Islam. Calon mempelai wanita tunduk mengikuti calon 
mempelai pria maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan dengan 
hukum agama kristen tanpa melanggar perundang-undangan. Selain 
alasan adanya penundukan hukum, dikabulkannya permohonan 
pelaksanaan perkawinan beda agama juga agar mencegah terjadinya 
perzinahan yang terjadi antara para pihak pemohon. 
3.2 Akibat Hukum yang Ditimbulkan setelah Adanya Penetapan Hakim 
Penetapan hakim dalam perkara perkawinan beda agama di jatuhkan 
setelah pihak pemohon mengajukan surat permohonan perkawinan beda agama 
kepada ketua pengadilan negeri wilayah setempat yang kemudian dilakukan 
persidangan dan hakim yang memeriksa perkara tersebut kemudian memberikan 
penetapan. Dijatuhkanya penetapan oleh hakim mengandung konsekuensi 
hukum yaitu adanya akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim tersebut.  
 Akibat hukum yang timbul dari penetapan hakim dalam perkara 
perkawinan beda agama adalah perkawinan beda agama tersebut dapat 
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dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dimana 
perkawinan beda agama tersebut berstatus sah karena telah memenuhi unsur 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 yang 
berbunyi “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaanya itu” dalam hal ini pihak mempelai  melaksanakan 
perkawinan beda agamanya dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, 
yaitu menggunakan hukum agama Kristen yang mana pihak mempelai laki-laki 
melakukan penundukkan hukum untuk sementara mengikuti hukum agama 
mempelai perempuan sehingga dapat melaksanakan perkawinan secara Kristen.  
 Selain itu pihak pemohon juga telah memenuhi syarat materiil dan 
formil sebuah perkawinan. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 
Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 yang meliputi : 
3.2.1 Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai, bahwa calon 
mempelai setuju akan melakukan perkawinan meskipun mereka berbeda 
agama. 
3.2.2 Tidak diperlukannya ijin dari kedua orang tua karena calon mempelai 
telah berusia lebih dari 21 tahun, dimana calon mempelai wanita 
berumur 27 tahun dan calon mempelai pria berumur 33 tahun pada saat 
melangsungkan perkawinan. 
Selain syarat materiil yang telah terpenuhi, kedua calon mempelai telah 
sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pihak kedua orang tua masing-masing calon 
mempelai telah memberikan persetujuan kepada kedua calon mempelai untuk 
menikah meskipun beda agama. Kedua calon mempelai juga telah memenuhi 
syarat formil seperti yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan 
Nomer 1 Tahun 1974 adalah bahwa kedua calon mempelai telah 
memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan bahwa perkwinan 
tersebut akan dilaksanakan, persyaratan perkawinan yang sudah terpenuhi dan 
pegawai pencatat perkawinan yang telah membuat pengumuman tentang waktu 
perkawinan yang akan berlangsung setelah itu kemudian calon mempelai dapat 
melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayannya itu. 
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Kedua, akibat hukum yang timbul terhadap anak yang dilahirkan dari 
perkawinan beda agama adalah anak tersebut berstatus anak sah karena 
pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang sah. Definisi anak sah 
terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 
yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 
perkawinan yang sah”. Dalam perkara perkawinan beda agama ini anak lahir 
setelah terjadinya perkawinan dimana hukum perkawinan beda agama ini adalah 
sah sehingga anak yang lahir berstatus sebagai anak sah.  
Menyandang status sebagai anak sah yang berarti terkandung hak dan 
kewajiban bagi anak dan orang tua. Dalam Undang- Undang Nomer 1 Tahun 
1974 Pasal 45 ayat (1) disebutkan “Kedua orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ayat (2) “Kewajiban orang tua 
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus”.  
Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa orang tua mempunyai 
kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, 
memelihara berarti bertanggung jawab atas kehidupan dan kebutuhan anak 
dalam setiap harinya dan mendidik anak dengan baik yang mana dimulai dari 
memberikan pendidikan lingkungan dalam rumah kemudian memberikan 
pendidikan sekolah kepada anak yang sesuai dengan usianya. Kewajiban orang 
tua terhadap anak berlaku hingga anak tersebut melaksanakan perkawinan dan 
atau dapat berdiri sendiri sedangkan bila orang tua tidak melaksanakannya atau 
bahkan bertindak buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut 
kekuasaannya. Untuk hak yang diperoleh terhadap anak adalah anak tersebut 
mendapatkan perlindungan, dipelihara dan diberi pendidikan dengan baik 
sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan dan atau dapat berdiri sendiri 
sehingga orang tua tidak lagi berkewajiban atas anak tersebut. 
 
4. PENTUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim 
dalam menentukan dapat diterimanya permohonan ijin untuk melangsungkan 
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perkawinan beda agama dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya 
penetapan hakim. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
4.1 Agama Islam memberikan larangan untuk melakukan perkawinan beda agama, 
yang di atur dalam Surat Al-Baqarah 2 : 221, Surat Al-Mumtahana 60 : 10 dan 
Surat Al-Maidah 5 : 5. Dalam ke 3 (Tiga) surat tersebut pada garis besarnya 
memberikan larangan untuk melakukan perkawinan beda agama yaitu larangan 
untuk menikahi wanita musyrik atau kafir yaitu wanita yang tidak beragama 
Islam. Selain surat dalam Al-Quran, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan 
larangannya yang diatur dalam Pasal 40 huruf C dan Pasal 44, dimana kedua 
pasal tersebut memberikan larangan kepada pria dan wanita muslim untuk tidak 
melakukan pernikahan dengan wanita dan pria yang beragama selain islam. 
Agama Kristen juga mengatur larangan perkawinan beda agama dalam 1 
Korintus 6 : 14-18 yaitu melarang orang yang beragama Kristen untuk menikah 
dengan yang orang tidak mempunyai kepercayaan yang sama. Jadi dalam agama 
Kristen berlaku juga aturan untuk menikah dengan sesama orang yang beragama 
Kristen. 
4.2 Pihak calon mempelai pria dan wanita telah memenuhi syarat materiil dan syarat 
formil dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Syarat materiil diatur 
dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 yang meliputi: 
4.2.1 Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai, bahwa calon 
mempelai setuju akan melakukan perkawinan meskipun mereka berbeda 
agama. 
4.2.2 Tidak diperlukannya ijin dari kedua orang tua karena calon mempelai 
telah berusia lebih dari 21 tahun, dimana calon mempelai wanita 
berumur 27 tahun dan calon mempelai pria berumur 33 tahun pada saat 
melangsungkan perkawinan. 
Selain syarat materiil yang telah terpenuhi, kedua calon mempelai telah 
sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pihak kedua orang tua masing-masing calon 
mempelai telah memberikan persetujuan kepada kedua calon mempelai untuk 
menikah meskipun beda agama. Kedua calon mempelai juga telah memenuhi 
syarat formil seperti yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan 
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Nomer 1 Tahun 1974 adalah bahwa kedua calon mempelai telah 
memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan bahwa perkwinan 
tersebut akan dilaksnakan, persyaratan perkawinan yang sudah terpenuhi dan 
pegawai pencatat perkawinan yang telah membuat pengumuman tentang waktu 
perkawinan yang akan berlangsung setelah itu kemudian calon mempelai dapat 
melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayannya itu. 
4.3 Belum diaturnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus 
mengenai perkawinan beda agama, akan tetapi terdapat suatu peraturan tentang 
boleh dilaksanakannya perkawinan beda agama yaitu pada Yurisprudensi 
Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Register Nomer 1400/K/Pdt/1986 
yang mana isi dari Yurisprudensi tersebut adalah mengabulkan permohonan 
yang diajukan oleh pihak pemohon yaitu dalam kasus perkawinan beda agama 
dengan pertimbangan bahwa syarat materiil sudah terpenuhi, ayah kandung dari 
calon mempelai memberikan ijin kepada anak perempuannya untuk memilih 
pasangan hidupnya sendiri dan memberikan ijin untuk melangsungkan 
perkawinan meskipun tidak menurut agama Islam. Sehingga hakim 
mengabulkan permohonan untuk melaksanakan perkawinan beda agama karena 
tidak ada yang menghalangi untuk dilakukannya perkawinan tersebut. 
4.4 Hakim yang memeriksa perkawinan beda agama ini menggunakan 
Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 Register Nomer 
1400/K/Pdt/1986 sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara perkawinan 
beda agama ini, serta seluruh syarat perkawinan baik materiildan formil telah 
dipenuhi oleh kedua calon mempelai, sehingga hakim pengadilan negeri 
mengabulkan permohonan pihak pemohon untuk melaksanakan perkawinan 
beda agama dengan memberikan penetapan dapat dilangsungkannya perkawinan 
beda agama tersebut.  
4.5 Akibat hukum yang timbul setelah adanya penetapan hakim adalah sebagai 
berikut : 
4.5.1 Terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan 
Akibat dari perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan oleh 
hakim pengadilan negeri adalah dapat dilaksanakannya perkawinan beda 
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agama tersebut oleh kedua calon mempelai. Dimana perkawinan beda agama 
tersebut berstatus sah dan kedua calon mempelai telah memenuhi syarat 
materiil dan formil suatu perkawinan serta menurut hukum agama para 
pemohon tidak melakukan proses perkawinan dengan berbeda agama 
melainkan dengan cara calon mempelai laki-laki yang beragama Islam 
melakukan penundukkan hukum untuk sementara waktu mengikuti 
keyakinan pihak calon mempelai wanita yang beragama Kristen pada saat 
proses perkawinan itu berlangsung sehingga dapat melangsungkan 
perkawinan. 
4.5.2 Terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama 
Anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak yang berstatus 
anak sah sesuai bunyi Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 
1974 yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 
sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dimana perkawinan beda agama yang 
dilaksanakan dengan penundukkan hukum sementara adalah perkawinan 
yang sah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak 
sah yang berarti membawa konsekuensi tentang hak dan kewajiban dari 
orang tua yaitu diatur dalam Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 45 
ayat (1) disebutkan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaiknya-baiknya”dan ayat (2) “Kewajiban orang tua yang 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 
berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara 
kedua orang tua putus”. 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 
menyampaikan saran bahwa dengan belum diaturnya peraturan perundang-
undangan yang mengatur secara khusus mengenai perkara perkawinan beda 
agama, oleh karena itu bagi badan pembentuk undang-undang (legislatif) yang 
mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan dalam bentuk undang-
undang diharapkan agar membuat peraturan perundang-undangan yang 
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